MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55/PMK.010/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 79/PMK.010/2011 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN
BADAN PENYELENGGARA PROGRAM TABUNGAN HARI TUA
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pilihan investasi yang
lebih luas kepada badan penyelenggara program tabungan
hari tua pegawai negeri sipil dengan tetap menjaga prinsip
kehati-hatian terhadap penempatan Kekayaan Yang
Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa obligasi
dan sukuk, dipandang perlu mengubah ketentuan
mengenai Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk
investasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 tentang
Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program
Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan
Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari
Tua Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3890);
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2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3467);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4954);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang
Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan
dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan
Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 38);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011
tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara
Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
79/PMK.010/2011 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN
BADAN PENYELENGGARA PROGRAM TABUNGAN HARI TUA
PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan
Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai
Negeri Sipil diubah sebagai berikut:
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1. Ketentuan huruf ¢ dan huruf d Pasal 6 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf a terdiri dari:

a.

b.

deposito pada Bank;

saham yang diperdagangkan di bursa efek
di Indonesia;

obligasi yang paling kurang memiliki peringkat BBB
atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek
yang telah memperoleh izin dari Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;

sukuk yang paling kurang memiliki peringkat BBB
atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek
yang telah memperoleh izin dari Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan,;

Surat Berharga Negara;
surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;

unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak
investasi kolektif yang telah mendapat pernyataan
efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan;

unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak
investasi kolektif  yang unit penyertaannya
diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

efek beragun aset yang diterbitkan  berdasarkan
kontrak investasi kolektif dan telah mendapat
pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan,;

unit penyertaan dana investasi real estat yang telah
mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; dan/atau

penyertaan langsung.
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2. Ketentuan huruf ¢ dan dan huruf d Pasal 7 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Penilaian atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam
bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
adalah sebagai berikut:

a.

b.

deposito pada Bank, berdasarkan nilai nominal,

saham yang diperdagangkan di bursa efek
di Indonesia, berdasarkan nilai pasar dengan
menggunakan informasi harga perdagangan terakhir
di bursa efek;

obligasi dan sukuk, berdasarkan nilai pasar wajar
yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek
yang telah memperoleh izin dari Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;

Surat Berharga Negara, berdasarkan nilai pasar wajar
yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek
yang telah memperoleh izin usaha dari Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau
lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara
internasional,

surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia,
berdasarkan nilai pasar;

unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak
investasi kolektif, berdasarkan nilai aktiva bersih;

unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak
investasi  kolektif yang  unit penyertaannya
diperdagangkan di bursa efek di Indonesia,
berdasarkan nilai pasar;

efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan
kontrak investasi kolektif, berdasarkan nilai pasar;

unit penyertaan dana investasi real estat,
berdasarkan nilai pasar; dan

penyertaan langsung, berdasarkan nilai ekuitas
sesuai porsi kepemilikannya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-
Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2012

MENTERI KEUANGAN,
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 418
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

A

GIARTO
NIP 105904201984021001



